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PUTUSAN

Nomor 695/Pdt.G/2022/PA.Gtlo
- AL &
Sl 5
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 03 Oktober 1987,
agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di XXXXXXXXX XXXXXXXXX, Kecamatan XXxx
XXXXX, XXXX XXXXXXXX, XXX, XXXXXXXXX, XXXX XXXXX, XXXX
XXXXXXXX, XXXxxxxX dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Fahmi Saputra Al Idrus, S.H., Advokat yang
berkantor di JI. Jusuf Hasiru Desa Lamahu,Kecamatan
Bulango Selatan,Kabupaten Bone Bolango,Provinsi
Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Suwawa, 07 Februari 1982,
agama Islam, pekerjaan XxXxxxxx Xxxxxx Pada XXXXXx
Bone Bolango, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas, tempat kediaman di xxxx xxxxxxx, Kecamatan
XXXXXXXXXX, Kabupaten xxxx xxxxXxxx, Desa XXxxXx,
XXXXXXXXXX, Kab. Bone Bolango, Gorontalo sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;
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DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Desember 2022
telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Gorontalo, dengan Nomor 695/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, tanggal 02
Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah adalah suami istri yang
melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 24 September
2005 yang dicatat oleh Pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, sebagaimana Kutipan
Akta Nikah Nomor : 175/12/1X/2005;

2. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
dirumah pemberian orang tua Penggugat sampai pisah;

3. Bahwa dalam Pernikahanya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3
orang anak bernama :

1) X0 XXXXXXXX X, XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX, umur 16 tahun;
2)  XXXXRKK XXXXX X, XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX, umur 11 tahun;
3)  XXXXX XXXXX XXXX. XXXXXX binti XXxXxxxxx, umur 9 tahun;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 pernikahan
antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus penyebabnya adalah :

1) Tergugat memiliki emosional tinggi, dan mudah marah walau
hanya persoalan-persoalan kecil;

2) Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

3) Tergugat setiap kali marah sering berkata kasar yang menyakitkan
hati Penggugat, dan bahkan sering memukul Penggugat;

5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi
vakum/tidak ada komunikasi lagi dalam kehidupan sehari-hari dan pada
ahirnya sejak tahun 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan

pulang kerumah orangtua Penggugat;
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6. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Penggugat telah memenubhi
alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1
tahun 1974 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada
ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cg. Majelis Hakim yang memeriksa perkara
ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR
1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR
Atau apabila Pengadilan Agama Gorontalo berpendapat lain mohon

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat melalui
kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat
panggilan (relaas) Nomor 695/Pdt.G/2022/PA.Gtlo tanggal 5 desember 2022
yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
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Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Penggugat telah

mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/12/IX/2005; tertanggal 27 September
2005, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.).

B. Bukti Saksi:
Saksi 1. XXXXX XXXXX XXX XXXXX XxxX, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah
pada tahun 2005 dan pada saat itu saksi bertindak sebagai wali
untuk Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dengan
Tergugat tinggal Bersama di rumah yang saksi berikan kepada
Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui dalam pernikahan antara Penggugat
dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang
bernama xxx, xxx, dan xxxx;

- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, namun saksi
tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya
perselisihan tersebut;
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- Bahwa saksi membenarkan sejak tahun 2020 sampai dengan
saat ini Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini

Penggugat tinggal Bersama di rumah saksi;

Saksi 2, xxxx xxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan antara
Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 24 September 2005;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan
Tergugat tinggal Bersama di rumah pemberian orangtua
Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi terkait dengan
sifat emosional Tergugat
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat sejak tahun 2020 tidak
lagi tinggal dengan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di
rumah orangtua Penggugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan

tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun

lagi dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang
diwakili oleh kuasanya yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir,
maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung
Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat

dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil’/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
695/Pdt.G/2022/PA.Gtlo tanggal 5 Desember 2022 vyang dibacakan di
persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut
harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai adalah dengan alasan bahwa sejak awal tahun 2017 antara Penggugat
dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pertengkaran
Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki emosional
tinggi, dan mudah marah meskipun hanya persoalan-persoalan kecil.
Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat
tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat serta setiap kali
marah Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, dan
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bahkan sering memukul Penggugat. Bahwa adanya perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat menjadi vakum tidak ada komunikasi lagi dalam
kehidupan sehari-hari dan pada ahirnya sejak tahun 2020, Penggugat pergi
meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (hazegelen) dan
sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,
isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan
Tergugat pada tanggal 24 September 2005, relevan dengan dalil yang hendak
dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 24 September 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat

(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
yaitu: XXXX XXXXX XXX yang merupakan Ayah kandung dari Penggugat
sedangkan saksi kedua xxxx XXX XXXXX merupakan Saudara kandung
Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah
diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
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relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak
ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti
tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-
fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

1) xxx, umur 16 tahun;
2) xxxx, umur 11 tahun;
3) xxxxx, umur 9 tahun;

2. Bahwa awal pernikahannya antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan
harmonis;

3. Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena
Tergugat memiliki emosional tinggi, dan mudah marah walau hanya
persoalan-persoalan kecil;

5. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena
Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

6. Bahwa, Tergugat setiap kali marah sering berkata kasar yang menyakitkan
hati Penggugat, dan bahkan sering memukul Penggugat.

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut
mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi
vakum/tidak ada komunikasi lagi dalam kehidupan sehari-hari dan pada
ahirnya sejak tahun 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan
pulang kerumah orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah
tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri.

Apabila pernikahan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran antara suami
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isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan salah satunya
melakukan kekerasan satu sama lain, maka hal tersebut mengindikasikan
bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh
atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan

dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang
didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan
rumah tangga bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang
diharapkan setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan
kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak
dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk
keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau
keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3
Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah
sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti
sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan
madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat,
sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang
pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara
suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;
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Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan
Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka

gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ¢ Kompilasi
Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan
perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam
titel mengadili, vide pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 20089.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang

hingga kini sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
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Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H.
Mursidin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, M.H. dan
Djufri Bobihu, S.Ag, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Kamis
tanggal 8 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil
Awwal 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim
Anggota dan dibantu oleh Isma Katili, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Drs. Syafrudin Mohamad, MH Drs. H. Mursidin, M.H
Hakim Anggota,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Isma Katili, S.Ag
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Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 60.000,00
3. PNBP Rp 20.000,00
4. Panggilan Rp 120.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Materai Rp 10.000,00

JUMLAH Rp. 250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H
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